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BUPATI KUANTAN SINGINGI 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 

NOMOR 56 TAHUN 2021 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN 

PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KUANTAN SINGING! 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUANTAN SINGINGI, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk me]aksanakan ketentuan Pasal 6 ayat ( 1 )  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2  Tahun 2016 

Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Dae 

rah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfir 

masi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kuantan Singingi; 

1 .  Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Nahma, Kabupaten 

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
- Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, i 

7 K a b u p a t e n  Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

"rz-" 
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 8 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 3 7 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);  

3. Undang-Undang Nomor 1 4  Tahun 2008 tentang 

Ketcrbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 l ,  Tambahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indoncsia Nomor 4846); 

4 .  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Ncgara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 1 1 2 ,  Tambahan Lcmnbaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5038) ;  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4  tcntang 

Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 224,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana 

telah diubah bcberapa kali ,  tcrakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2 0 15  tcntang Pcrubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 19  Tahun 2016  tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6  Nomor 251 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5952); 

7 .  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2 0 1 9  tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

•it ±. 3 i i  
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Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

,  •  i  

9.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara. 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 1 5 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia N omor 3851 ) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1  

Nomor 15,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6617) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6618); 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 

2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 221 ) ;  

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2  Tahun 2016 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 126); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu . 

. Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 . 

e l % e s .  
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FERATURAN BUPATI TENTANG 

WAJIB PA. IA DAFRAH DALAM 
ONFIRMS! STATU 

PEMBERIAN LAYANAN 

BAB I 

I .  Deerah adalah abunaten Kuantan S:rgirgi. 

Pemerinraban Daerah adalah Perncnntah Kabupate: Kuantan singurgi 
r "' -� 

kepada daerah yang tertang o!eh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendaparkan 

imbalan sccara langsung dan digunakan untuk keperluan dacnah bagi 

sebesgr-besarnya kemakmuran rakyat. 

5. Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut 

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Dacrah Kabupaten uantan Singingi dalam penyelenggaraan 

Urusan Pemenntahan yang menjadi kewensngan Daerah. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpdu Satu Pint dan Tenaga 

erja yang selanjutnya disingkat DPMPTSPT adalah Perangkat Daerah 

yang menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman 

modal dan PTSP di Kabupaten Kuantan Singingi. 

7 .  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten uantan Singingi yang selanjutnya 

di singkat BAPENDA adelah perangkat daerah yang melakssnakan fungsi 

penerimaan daerah. 

S. onfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjrnya disingkat SWPD 

adalsh kegiatan yang dilakukan oleh Penerintah Daerah sebelum 

memberikan layansn publik tertentu untuk memperoeh eterangan 

Status Wajib Pajak Daerah. 
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· · 9 .  Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam 

rangka pelaksanaan KSWP Daerah atas layanan publik tertentu pada 

Perangkat Daerah, khususnya pada pelayanan perizinan. 

10 .  Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disebut KPP Pratama 

adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak. 

1 1 .  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan daerah 

12 .  Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 

adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

dan/ atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya. 

13 .  Perizinan adalah pendaftaran untuk memulai dan menjalankan usaha 

dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang 

dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan 

dan/atau komitmen. 

14 .  Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 

15.  Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah 

Daerah kepada masyarakat. 

16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah 

pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang berlokasi pada sektor 

perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

18. Layanan Publik tertentu adalah Layanan perizinan yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

Pasal 2 
. . 

' : · °  

'  ,  · . '  

· '  

•  ' ·   

. ' , 2 . > : , '  ·  • •  

( 1 )  Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan 

Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam pemberian layanan publik 

tertentu di Kabupaten Kuntan Singingi. 
• :• • 1_ •• • ' • • I 
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(2) Peraturan Bupati i n i  bcrtujuan : 

a. mengoptimalkan pencrimaan pcndapatan dacrah; 

b. meningkatkan kcpatuhan Wajib Pajak Dacrah; 

c. mewujudkan kescimbangan hak dan kcwajiban di dalar azas 

pelayanan publik; dan 

d. melaksanakan KSWPD ssuai dcnpan kctcntuan pcraturan 

perundangundangan scbclum layanan publ ik tertcntu dibcrikan oleh 

Pemerintah Daerah. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mcliputi: 

a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib 

Pajak Daerah; 

b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dacrah; 

c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Dacrah; dan 

d. pembinaan dan pengawasan. 

BAB III 

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

Pasa14 

( 1 )  Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWPD mencakup seluruh 

jenis perizinan scbagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuantan 

Singingi Nomor 54 Tahun 2021  tcntang Pendelcgasian Kewenangan 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan 

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi. 

(2) Untuk mendapatkan layanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) ,  wajib pajak yang mcngajukan permohonan perizinan harus 

mendapatkan SKSWPD dengan status valid. 

BAB IV 

TATA CARA PELAKSANAAN 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

tertentu sebagaimana 

· · · . . · ·  . .  

. · · .  

·  . . .  :- 

' . .  •  · ._.· 
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(22) DPMPT'SP dapnut memberikan l y a n  publil t e m t e n t  uehupaimun 

dimakaud paln ayat ( I )  hepada Wajil l a j k  yan muenpuujuku 

pwrmohonun p e r i z i n n  setwlh m l k i h n  WID kepal H A E 4 ) A  

( 3 )  Hasi l  KS}WI'D cbagmimua d i m u k u d  p u d a  uy (2) berpn {1K9/PD 

(1) Penerbitnn SK8WID b u g a i m n u  d imukud pn t d n  ayat .  ( I ) ,  d ill@umlu 

ceatn manual dnn /ntnu e e t n  e l ek t r oik ,  

(5) BAPENDA menyatakan vn l i d i t nn  a t t n  p w m c n u h n n  k w n j i h n  prpajnknt 

daernh. 

(6) S t a t u s  Wajib Pajak yan mengajuknn prrmohonan p e r i z i n a n  diyn t nkm 

valid dalam hal telah memcnuhi kewaj ibn pepajukut d a c r n l ,  

(7) Status Wajib Pajak yang mengajulan perohonun pwrizinan diyatakan 

tidak valid apnbila bclum memenuhi k e w a j i b a n  prrpnjknn dacrah, 

(8) SKSWPD cbaaimana dimaksud pada n y a t  (3), mcmunt krtrrangau 

pembayaran Pajak Dacrah yang mcnjadi kcwnjiban perpajakan Wajib 

Pajak yang mcngajukan pcrmohonan p c r i z i n n n  dcnan s t a t u s  val id  a t a t  

status t idak val id ,  

(9) Apabila SKSWPD scbagaiaman dimaksud pada ayut (33) mcmil iki  status 

valid, makn DPMPTP memproucs permohonan tcrscbut. 

( 1 0 )  Apabila SKSWPD bngaiaman d i m k u d  pada ayat (3) mcmil iki s t a t u s  

tidak val id, maka DPMP'TSP menolk u n t u k  s e l a n j u t n y a  pemohon dapat 

mcnyclosaikn kewajiban pcrpajaknn dacrahny tcrlcbih dahulu 

( 1 1 )  Format SKSWPD scbapaimana dimnknud pada ayat (3) t c r e a n t u m  dalam 

Lampiran I yang mcrupakan b n i a n  tidak tcrpisnhknn dari Peraturan 

Bupati i n i .  

( 1 2 )  Bagan alur pcncrbitan SKSWD c b a a i m a n a  dimuksud pad ayat (+) 

tcrcantum dalam Lampiran I H  yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupnti in i .  

BAB V 

PENELITIAN TERHADA PEMENUHAN 

KEWAJIBAN PAJAK DAERAH 

asal  6  

( 1 )  G una pcncrbitnn SK8WPI scbanimana dimaksud dalan Pasal f ayat (+A, 

HAEND mwlakukan penclitinn t e r huadap  pemenuhan ewajibn Pajak 

Dacrah olch Wajib Fajal, 

() Peneliian cbaaimann d i m l t d  pada uyat ( I )  dilaktkun melai system 

i nformsi pad MP'ENDA. 

• •  v . ·  . -  . •  ' '  

» s s ,  
·. . ' .  �� . ·: . . .  

.  .  .  
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(3) Penclitian scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  tediri «dari data 
pembayaran Pajak Dacrah mcliputi: 

a. pcmbayaran Pajak Bumi dan Bangunan cdcsaan dan Perotaan 

(termasuk piutang pajak dan dcnda); 

b. pcmbayaran Pajak Rcklame, Pajak Air Tannh, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran,Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, sampai dengan bulan bcrjalan (termasuk piutang pajak 
dan dendn); dun / atau 

• pembayaran Bea pcrolehan Ha kata Tanah dan Hangunan dalam hal  
terjadi pengalihan kepemiliknun. 

(1) Ats pcnclitinn s c b a g a i m n a  dimuksud pada ayat ( 1 ) ,  HAPENDA 
mencrbitknn SKSWPD yang b e r i i :  

a .  namn wajib pajak; 

b. Nomor Pokok Wajib P ajak /  N o o r  Objek Pajak; 

c. status Wajib P a j a k ;  

d.  jenis Pajak Dacrah; dn 

c. jumlah tag ihan .  

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 7 

( 1 )  Pembinaan dan pengawasan pclaksanaan SWPD dilaksanakan olch 
Bupati. 

(2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan pelaksanaan SWPD 

kepada BAPENDA mclalui kcgiatan konsultasi ,  monitoring dan cvaluasi. 

(3) Bupati mendclegasikan pelaksanaan pcngawasan kcpada Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah. 

(4) BAPENDA dan Aparat Pengawasnn Intern Pemerintah Darrah 

sebagaimana dimaksud padn ayat (2) dan ayat (3) wajib melaporkan 

pelaksanaan pembinaan dun pngawasnn kcpada Bupati paling scdikit I 

(satu) kali dalam I (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan. 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 8 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati 

Kuantan Singingi Nomor 2 1  Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajban Pajak di 

Kabupaten Kuantan Singingi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan 

Singingi. 

H. SUHARDIMAN AMBY 
. -·--· 

Diundangkan di Teluk Kuantan 

pada tanggal /4 ypg 2021 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, 

AGUS MANDAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021 NOMOR 5G 

·: , , · · . • ,  

.: 

· . · · .  

  
. + "  ·  .  
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPAT UANTAN SINGING! 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG ONFIRMASI STATUS WA.JIB PAJAK 

DAERAH DALAM PEMBER!AN LA'YANAN FPUBLI 
TERTENTU 

DI ABUPATEN UANTAN SINGING! 

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Komplek Perkantoran Fererinrah abupaten iuentan Singingi 

Te!p. [0760) 5516525-551626 
TELU UANTAN 

FORMAT SSWPD 

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor : . 

Dengan ini diberitahukan bahwa berdassrkan hasil penelitian, ksmi 

sampaikan bahwa wajib pajak : 

Nama 

NPWPD 

Alamat 

Status 

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layansn publik tertentu pads 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Fintu abupaten uantn 

Singingi untuk layanan publik berupa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tahun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestiny. 

epala Dinas Pendaptan Derah 

Kabupaten untan Singingi 

ttd 

Nama 

NIP 

• · 2 °  

. .  

�  •; ';: _'• ·, '• I 
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. " .  

Dipindai dengan CamScanner 



LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI 
NOMOR % TAHUN 2021  
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN 
PUBLIK TERTENTU 
DI KABUPATEN KUANTAN SINGING! 

BAGAN ALUR PENERBITAN SKSWPD 

Orang Pribadi/ Badan mengajukan 
Permohonan Perizinan kepada 

DPMPTSP 

Wajib Pajak mengajukan 
permohonan SKWPD 

kepada BAPENDA 

DPMPTSP melakukan konfinnasi 
pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah kepada BAPENDA 

BAPENDA melakukan penelitian 
terhadap pemenuhan kewajiban 

I 

] Terpenuhi ] Belum [ 

' .. 

BAPENDA menerbitkan SKSWPD 
dengan status Valid 

BAPENDA menerbitkan SKSWPD 
dengan status tidak Valid 

Pemohon melakukan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah 

»] DPMPTSP melanjutkan proses perizinan [ 

. ' ; 

· · . '  ·  

ANTAN SINGINGI, 

. ' · '  · . . °  
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